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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, 

bahwa “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai 

mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). 

Daerah diberikan wewenang untuk turut serta dalam pembangunan nasional 

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang tentunya tidak 

terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan 

dimana pemerintah daerah diberikan hak mengatur, dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah harus bisa menjamin berjalannya 

rumah tangga dengan baik atau yang lebih dikenal dengan sistem desentralisasi. 

Harapan daerah dalam melakukan hal ini tentunya tidak lain adalah untuk mengurus 

dan membiayai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi 

daerah.  
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Otonomi daerah yang diterapkan sejatinya adalah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan dalam dapur rumah tangganya 

sendiri. Tujuannya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik sehingga dapat 

mengelola tatanan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri 

dari beberapa pos antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Salah satu usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar lebih potensial 

penerimaannya adalah melalui pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan 

instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah diberikan wewenang yang luas dalam memungut pajak daerahnya yang 

diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan 

bahwa untuk meningkatkan sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah 

sejatinya harus memiliki kekuatan yang bersumber dari penarikan pungutan pajak 

dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pajaknya dengan pemerintah daerah. 

Tujuannya adalah memberikan keluwesan untuk dapat menggali potensi serta 

meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. 

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (sebagai 

pengganti Undang-Undang No. 34 Tahun 2000) adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Bentuk usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek 

pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara 

(Azhari, 2016). 

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran keperluan rumah tangga daerah dalam 

menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otonomi. Pengeluaran-pengeluaran 

seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan, membiayai administrasi pemerintah, serta membiayai kegiatan 

pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa 

barang-barang publik (Azhari, 2016). 

Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang 

adalah jantung perekonomian provinsi Sumatera Selatan, seluruh kegiatan 

perekonomian berpusat di Kota Palembang. Hal itu membuat Kota Palembang 

menjadi objek yang sangat potensial dalam melakukan pungutan pajak daerah. 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dalam urusan pembiayaan daerah 

tersebut. Pajak daerah Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis pajak, antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air 
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bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral logam dan batuan, pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan 

bangunan. 

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang 

disediakan restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang 

diberikan. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun di 

tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran sebagaimana diatur dalam 

UU No. 28 Tahun 2009 adalah fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman 

dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk layanan boga/catering. Meski begitu pengusaha akan 

mengenakan pajak ini pada konsumen, sehingga pengusaha restoran harus 

berkewajiban menyetornya ke kas daerah (Marihot, 2018). 

Demi mencapai target PAD dari sektor pajak restoran tersebut, Pemerintah 

Kota (Pemkot) Palembang ke depannya merencanakan pemasangan alat tapping 

box di setiap restoran yang ada di Kota Palembang. Rencananya pemasangan secara 

bertahap, Pemkot akan memasang 1.000 unit tapping box di restoran yang ada di 

Kota Palembang (Bisnis.com, 2019). 

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Palembang.go.id (2019) Komisi 

Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota 

Palembang untuk memasang tapping box di sejumlah restoran dan rumah makan. 

Dengan pemasangan alat tersebut, diharapkan potensi kebocoran pajak dari para 

wajib pajak yang mengemplang pajak dapat diminimalisir. Pajak pempek dan 
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makanan dibungkus bagi restoran tertentu ini sesungguhnya telah ditetapkan sejak 

2018 lalu. Namun pemasangan tapping box baru dilakukan Tahun 2019, 

pemasangan tapping box untuk pajak online (e-tax) sudah menjadi aturan yang 

dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang diatur dalam perda nomor 2 

tahun 2018 tentang pajak daerah dari omzet dengan adanya alat perekam transaksi, 

pemerintah daerah dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang 

harus dibayarkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang serta 

Peraturan Walikota Palembang No 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran 

dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak 

Parkir melalui Sistem Online. 

Tapping box merupakan sebuah alat monitoring transaksi usaha secara 

online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi 

di tempat usaha. Datanya akan masuk ke server Pemkot (Pemerintah Kota) 

setempat. Pemkot atau Pemda (Pemerintah Daerah) dapat memonitor potensi pajak 

yang terjadi di tempat usaha. 

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang (IDN. Times, 

2019) mengatakan, program e-tax sudah membantu pendapatan kota hingga Rp 3,5 

miliar per bulan. Program e-tax dari pemasangan tapping box di resto-resto sudah 

mendapatkan hasil. Terhitung dari Juli sampai terakhir Agustus totalnya ada Rp 3 

miliar lebih. Selama bulan September belum bisa di data, karena pemasangan pun 

masih banyak hambatan, seperti kerusakan alat. 

Kepala BPPD mengatakan, “Pemasangan tapping box untuk meminimalisir 

ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) utamanya restoran, rumah makan, dan juga 
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tempat hiburan, jika WP masih menolak untuk memasang tapping box diberikan 

peringatan sampai tiga kali, namun jika sampai tiga kali diberi peringatan masih 

juga tidak patuh maka surat izin akan kita cabut dan tempat usaha akan kita segel”. 

Pihaknya memiliki saksi bahwa yang bersangkutan juga mengajak WP lain untuk 

menolak pemasangan alat transaksi pajak. Jika ini memang benar dilakukan maka 

yang bersangkutan bisa dinyatakan sebagai pengemplang pajak. Pemkot Palembang 

sudah mulai memasang alat untuk memantau pajak 10% bagi pedagang atau 

restoran dengan omset Rp 3 juta/bulan. Febri mengatakan, Seluruh pedagang 

pempek kini minta kebijakan itu dievaluasi. Akibat tidak adanya sosialisasi Pemkot, 

banyak pedagang ketakutan dan resah. Rata-rata pedagang mengaku ada penurunan 

omzet penjualan sekitar 30 persen. Dilihat dari kondisi daya beli yang menurun saat 

ini, pengenaan pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada konsumen, nilai 

tersebut terlalu tinggi. Kami sangat khawatir para konsumen akan merasa keberatan 

sehingga akan mengurangi omset penjualan secara signifikan. Selanjutnya, pihak 

Pémerintah Kota Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) 

Palembang, belum pernah mensosialisasikan rencana perubahan pemungutan pajak 

restoran yang semula secara manual menjadi digital atau e-tax dengan alat tapping 

box. Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera 

akan memasang alat e-tax tapping box tersebut (BritaBrita.com, 2019). 

Melihat prosedur kerja dari tapping box perlu dilihat dari awal bagaimana 

latar belakang adanya pengadaan alat ini hingga pada tahap pengerjaan teknis. 

Adanya pemasangan alat ini didasarkan pada salah satu usulan dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dari segi pengefektifan penerimaan pajak daerah 
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Kota Palembang. Selain itu melihat dari berbagai kota besar lain di Indonesia yang 

sudah menerapkan tapping box terlebih dahulu sebagai salah satu moderenisasi 

perpajakan dalam penerimaan pajak daerah. Selain itu akhirnya Pemerintah Kota 

Palembang mengeluarkan peraturan Wali Kota No 84 Tahun 2018. Pada tahun 2016 

sudah ada perbincangan dan wacana akan hadirnya alat ini sebagai pembantu Badan 

Pengelola Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Lanjut pada 

2017 dilakukan studi banding terhadap beberapa kota di Indonesia yang telah 

melakukan pemasangan alat ini terlebih dahulu. Setelah melakukan studi banding, 

tim akan melihat seberapa besar potensi yang akan dihasilkan jika memasang alat 

ini. Terakhir setelah survei dilakukan, perangkat tapping box sudah siap dipasang 

di WP. Pemasangan dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa dan dianggarkan 

oleh Pemerintah Kota Palembang (BPPD, 2021). 

Berdasarkan Proporsinya untuk tahun 2019-2020 target dari penerimaan 

Pajak Restoran Kota Palembang tidak ada yang mencapai seratus persen, berikut 

penyajian data Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran kota 

Palembang tahun 2016-2020: 

Tabel 1.1. Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran   

Kota Palembang 2016-2020 

Tahun 

Anggaran 

Target Pajak Restoran 

(Rp) 

Realisasi Pajak 

Restoran (Rp) 

Proporsi Target 

Terhadap 

Realisasi (%) 

2016  69.727.189.115  70.544.503.680 101.17 

2017  79.000.000.000  79.255.255.469 100,44 

2018  87.450.000.000  93.348.646.681 106,75 

2019 170.000.000.000 127.858.658.202 75,21 

2020 115.000.000.000  99.227.792.766 86,29 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021 
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Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa penerimaan pajak restoran seiring 

berjalannya waktu mengalami peningkatan yang signifikan, sebenarnya angka 

tersebut masih dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti 

intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah yang mendukung kenaikan 

penerimaan pajak daerah tersebut terutama di Kota Palembang. Pada tahun 2018 

dan 2019 jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal 

ini disebabkan tingginya target dan kurangnya potensi pemungutan pajak dan para 

wajib pajak tidak jujur dalam membayar pajak dengan sebenarnya dengan kata lain 

adanya kebocoran atau kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 

melaporkan dan membayar pajak. Menurut Mohammad Firmansyah, Kepala 

bidang Pajak Restoran, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak 

restoran, yaitu masih banyak restoran yang belum memasang tapping box karena 

sulit memperkirakan omzet pendapatan pelaku usaha atau restoran jika belum 

menggunakan tapping box. Cukup banyak pelaku usaha kuliner yang berada di 

Kota Palembang belum menggunakan tapping box sebagai wajib pajak restoran, 

sehingga beliau melakukan sosialisasi dan himbauan agar pelaku usaha kuliner ini 

mau memasang alat tapping box. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penerimaan 

pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pandemik 

covid 19 yang terjadi di Kota Palembang sehingga membuat Pemerintah Kota 

Palembang mengeluarkan perintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

untuk menekan penyebaran covid 19 di Kota Palembang, yang menyebabkan 

banyak restoran ditutup untuk umum agar dapat menekan penyebaran covid 19. 

Selain itu, penyebab tidak tercapainya target pajak restoran Kota Palembang ialah 
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masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai 

dengan omzet yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa restoran enggan memakai 

tapping box, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran 

pajak yang dibayarkan. 

Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang menggunakan alat tapping box  

                  di Kota Palembang 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Rencana Jumlah WP 

2018 224 1.000 

2019 176 1.000 

2020 388 1.000 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), 2021 

Dilihat dari tabel 1.2. terdapat selisih yang sangat jauh dimana jumlah WP 

yang menggunakan alat tapping box dibandingkan dengan rencana yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Hal ini 

disebabkan oleh BPPD Kota Palembang masih melakukan survey terhadap restoran 

yang ada sehingga masih perlu banyak waktu agar dapat mencapai target tersebut.  

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang   

                  Tahun 2016-2020 

Tahun Target (RP) Realisasi (RP) 

2016 840.572.306.099 777.394.030.928 

2017 1.099.308.967.841 1.091.704.605.854 

2018 1.100.505.155.700 953.257.612.730 

2019 1.657.808.205.237 728.123.306.512 

2020 1.428.543.374.447 734.820.204.068 

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2020 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahrani (2020) menujukkan 

bahwa penggunaan tapping box di pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan 

pajak di Kabupaten Soppeng. Dimana penelitian tersebut menemukan bahwa 
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pengaruh penerapan alat tapping box di pajak restoran berpengaruh secara efektif 

dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kemudian penelitian 

tentang Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah berbasis Sistem 

Informasi pada Industri di Kabupaten Buleleng (2018) menemukan bahwa 

pelaksanaan monitoring pajak hotel ini belum berjalan efektif karena masih terdapat 

kendala dalam pelaksanaan monitoring baik berupa teknis maupun non 

teknis. Kemudian arikel online yang diterbitkan (TribunSumsel.com, 2018) 

mengenai penggunaan tapping box dapat meningkatkan pendapatan pajak. Hal ini 

dilihat dari data yang masuk dari JCO, dalam satu bulan pendapatan pajak dari 

usaha donat bisa mencapai Rp 95 juta. Namun pada saat belum dipasang tapping 

box pajak di unit usaha tersebut hanya berkisar Rp 40 juta, naik 100 persen. 

Selanjutnnya artikel online yang diterbitkan (balipost.com, 2018) mengenai 

pemasangan alat tapping box di Kabupaten Banyuwangi karena tidak semua wajib 

pajak (WP) membayar pajak sesuai aturan.  

Contoh kasus, Pemerintah kota (Pemkot) Palembang melalui Polisi Pamong 

Praja (Pol PP) akan menyegel salah satu warung bakso di Kota Palembang. 

Penyegelan tersebut dilakukan, karena saudara dari oknum pengusaha bakso 

tersebut melakukan perusakan terhadap alat e-tax atau alat pembayar pajak, saat 

petugas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang melakukan 

pemasangan alat e-tax di tempatnya. Sebelum penyegelan dilakukan, pihaknya 

terlebih dahulu akan melakukan rapat bersama dinas terkait untuk membahas secara 

teknis. Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, sudah menandatangani Surat 

Keputusan (SK) penyegelan terhadap warung bakso tersebut. Semua ini harus 
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dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, agar pemerintah dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat (Gatra.com, 2019). 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini bermaksud membahas: “Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dari sektor Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan tapping Box di Kota 

Palembang”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Apa saja prosedur yang diperlukan untuk memasang alat tapping box?. 

b. Bagaimana potensi pajak restoran setelah pemasangan alat tapping box di 

Kota Palembang?. 

c. Bagaimana efektifitas dan kotribusi pajak restoran setelah pemasangan alat 

tapping box?. 

d. Apakah penggunaan tapping box dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

restoran?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui prosedur untuk memasang alat tapping box. 

b. Mengetahui potensi tapping box terhadap pajak restoran. 

c. Mengetahui efektifitas dan kotribusi tapping box terhadap pajak restoran. 
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d. Mengetahui apakah tapping box dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

restoran. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi para 

pihak-pihak yang berkepentingan: 

a. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan suatu referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

1). Bagi Penulis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan 

tapping box untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota 

Palembang. 

2). Bagi Wajib Pajak Restoran Kota Palembang 

     Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran dan dorongan 

kepada wajib pajak restoran mengenai betapa pentingnya alat tapping 

box untuk meningkatkan pajak daerah Kota Palembang. 

3). Bagi BPPD 

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran dan dorongan 

sebagai informasi bagi BPPD Kota Palembang dalam melaksanakan 
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kegiatan yang berhubungan dengan pajak restoran dengan penggunaan 

alat tapping box.  

1.5.       Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dengan judul Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari 

Sektor Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan Tapping box di Kota 

Palembang tersusun dalam lima bab atau bagian, dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan alur 

pikir dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini 

dilakukan. Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data yang 

digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis  

data dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran bagi pihak terkait. 
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